BUPATI KENDAL |

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : a00/ Q1T / 2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH 'B‘ERUPA UANG KEPADA

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN KENDAL

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL

a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Komite Olahraga

Nasional Indonesia Kabupaten Kendal dalam upaya
pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten
Kendal dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Nomor
050/469/Disporapar tanggal 6 Februari 2023 perihal Usul
Keputusan - Bupati Kendal tentang Pemberian dan
Pengelolaan Hibah di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, perlu
memberikan hibah berupa uang kepada Komite Olahraga
Nasional Indonesia Kabupaten Kendal, '

.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf D

angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal
24 Ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022
tentanig Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kendal, penerima Hibah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;
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Mengingat :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Berupa Uang
Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2023;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6139);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); -
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10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6782),;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 seri E
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
219);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

-

7



13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 94);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2022 Nomor 63);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Memberikan Hibah berupa uang kepada Komite Olahraga
Nasional Indonesia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

KEDUA . Pengelolaan keuangan hibah sebagaimana dimaksud
diktum KESATU harus dilaksanakan dengan pendekatan
manajemen yang baik berdasarkan prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif
dan efisien.

KETIGA . Penggunaan dan pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud
diktum KESATU harus sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Proposal Hibah yang
diajukan kepada Bupati Kendal, dan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kendal
dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten
Kendal.

KEEMPAT : Setiap penerimaan dan pengeluaran hibah sebagaimana
dimaksud diktum KESATU harus dicatat secara tertib dan
akurat disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

KELIMA . Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia
Kabupaten Kendal yang dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten

~
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Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan
pengelolaan dana hibah kepada Bupati Kendal melalui
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Kabupaten Kendal.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal .
pada tanggal 27 Fcotuari oL

BUPATI KENDAL,
'

[
DICO M GANINDUTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Kendal,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal ;
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal,;
Penerima hibah yang bersangkutan; dan

Arsip.
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